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Nomor . 0561/PM.00.02/K.SN-04/11/2023 27 November 2023
Sifat : Penting

Lampiran Do-

Hal . Imbauan

Yth. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kab. Bulukumba
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum

B. Isi Imbauan
Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran
dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan
Pemilu :
a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas :
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupater/ kota terhadap :
1) pelanggaran Pemilu; dan
2) sengketa proses Pemilu;
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota, yang terdiri atas : 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
b) Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

2. Ketentuan dana kampanye :
a. Bahwa ketentuan Pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur “ Dana kampanye Pemilu berupa

uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana
kampanye Partai Politik peserta pemilu pada bank”.
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum

(1) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, Tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota harus membuka RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (2) pada Bank Umum.

(2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Partai Politik
Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik.

(3) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
sejak Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu)
Hari sebelum dimulainya masa Kampanye

(4) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan
surat pengantar pembukaan RKDKyang diterbitkan oleh KPU yang dibuat
dengan menggunakan formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN
RKDK PARTAI POLITIK.

(5) Ketentuan mengenai formulir MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN
RKDK PARTAI POLITIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran Xl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(6) Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan surat
pernyataan dari pengurus Partai Politik.

(8) Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, Tingkat provinsi dan tingkat
kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada
KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

(9) Salinan RKDK dan rekening koran menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.

(10)RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan
penggantian.

3. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas kami menghimbau kepada Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Bulukumba untuk memastikan telah
melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai jadwal yang
telah di tentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu batas
akhir 27 November 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. -

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.

https://jdl'h.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bulukumba




